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BAB 5  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan regresi logistik 

multinominal, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian dan rasio aktivitas 

berpengaruh signifikan terhadapat opini audit pemerintah provinsi di Indonesia tahun 

2023. Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan 

daerah serta semakin baik pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan, 

semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini aduit yang baik.   

Sebaliknya , rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap opini aduit. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD maupun tingkat efisiensi 

penggunaan anggaran belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan BPK dalam 

pemebrian opini audit. Secara keseluruhan, model regresi logistik multinominal yang 

digunakan dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan 

daerah dan opini audit dengankemampuan model dalam menjelaskan variasi opini 

audit sebesar 83,3% 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis 

maupun praktis. Secara teoritis ini dapat menjadi tambahan referensi dalam 

pengembangan penelitian mengenai opini audit, khusunya yang berkaitan dengan rasio 

keuangan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga 

memberikan gambaran bahwa tidak seluruh rasio keuangan daerah memiliki pengaruh 

terhadap opini audit, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya dalam mengembangkan variabel penelitian. Secara praktis, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rasio kemandirian merupakan faktor yang memengaruhi opini 
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audit pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) agar tingkat kemandirian daerah semakin baik dan pengelolaan 

keuangan daerah menjadi lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan sehingga mampu mempertahankan maupun meningkatkan opini audit yang 

diperoleh dari BPK. 

5.3  Keterbatsan Penelitian  

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan 

dalam menhinterpretasikan hasil penelitian: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio efektivitas dan rasio efisiensi 

tidak berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mengindikasikan bahwa 

hubungan antara kinerja keuangan dan opini audit belum dapat 

dijelaskan secara menyeluruh melalui rasio keuanngan, karena masih 

terdapat faktor- faktor lain di luar kinerja keuangan yang turut 

memengaruhi pemberian opini audit oleh BPK seperti kualitas sistem 

pengedalian intern, tingkat kepatuhan terhadap perundang- undangan, 

kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan , serta faktor tata 

kelola lainnya tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

2.  Penelitian ini hanya berfokus pada pemerintah provinsi di Indonesia 

sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh 

entitas pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten dan 

pemerintah kota. Perbedaan karakteristik fiskal, kapasitas keuangan, 

serta kompleksitas pengelolaan anggaran pada masing – masing tingkat 

pemerintahan memungkinkan adanya perbedaan faktor- faktor yang 

memengaruhi opini audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih 
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mempresentasikan kondisi pemerintah provinsi pada periode penelitian 

yang ditetapkan. 

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan tingkat kemandirian 

keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

agar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan 

pemerintahannya menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

2. Pemerintah daerah diharapkan tetap mengingkatkan efekticitas 

pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi penggunaan 

anggaran, serta pengelolaan aktivitas belanja daerah guna mendukung 

terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, 

akuntabel, dan berkualitas. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan 

penelitian agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi 

pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas dan lebih stabil.  

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang 

diduga memengaruhi opini audit pemerintah daerah, seperti sistem 

pengendalian intern, ukuran pemerintah daerah, temuan audit, tingkat 

korupsi, maupun tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.  

5. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan jumlah sampel yang 

lebih besar dan distribusi kategori opini audit yang lebih merata agar 

hasil analisis regresi logistik multinomial dapat memberikan hasil 

estimasi yang lebih optimal dan stabil. 
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Lampiran  

I lampiran. Data Sampel Penelitian 

No Provinsi Rasio 

Kemandirian 

Rasio 

Efektivitas 

Rasio 

Efisiensi 

Rasio 

Aktivitas 

Opini 

Audit 

2023 

1 Aceh                                      

0.18  

                             

0.96  

                            

1.01  

                            

0.12  

1 

2 Sumatra Utara                                      

0.30  

                             

0.79  

                            

1.03  

                            

0.19  

1 

3 Sumatra Barat                                      

0.25  

                             

0.81  

                            

0.99  

                            

0.15  

1 

4 Kepulauan Riau                                      

0.38  

                             

0.98  

                            

1.03  

                            

0.18  

1 

5 Jambi                                      

0.23  

                             

0.87  

                            

1.04  

                            

0.22  

1 

6 Sumatra Selatan                                      

0.26  

                             

0.95  

                            

1.00  

                            

0.24  

1 

7 Bengkulung                                      

0.14  

                             

0.86  

                            

0.99  

                            

0.17  

1 

8 Lampung                                      

0.28  

                             

0.83  

                            

0.99  

                            

0.14  

1 

9 Dki Jakarta                                      

2.02  

                             

0.84  

                            

0.93  

                            

0.14  

1 

10 Jawa Barat                                      

0.61  

                             

0.92  

                            

1.01  

                            

0.13  

1 

11 Jawa tengah                                      

0.44  

                             

0.88  

                            

1.01  

                            

0.12  

1 

12 Jogyakarta                                      

0.50  

                             

0.98  

                            

1.04  

                            

0.12  

1 

13 Jawa Timur                                      

0.52  

                             

0.96  

                            

1.03  

                            

0.14  

1 

14 Kalimantan Barat                                      

0.25  

                             

0.99  

                            

0.99  

                            

0.19  

1 

15 Kalimantan 

Tengah 

                                     

0.18  

                             

0.90  

                            

0.94  

                            

0.24  

1 

16 Kalimantan 

Selatan  

                                     

0.25  

                             

1.04  

                            

0.92  

                            

0.25  

1 

17 Kalimantan Timur                                      

0.29  

                             

1.16  

                            

1.03  

                            

0.34  

1 

18 sulawesi Utara                                      

0.20  

                             

0.88  

                            

1.01  

                            

0.14  

1 

19 Sulawesi tengah                                      

0.21  

                             

1.01  

                            

1.04  

                            

0.18  

1 

20 Sulawesi Selatan                                      

0.32  

                             

0.81  

                            

1.00  

                            

0.17  

1 
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21 Sulawesi 

Tenggara 

                                     

0.15  

                             

0.87  

                            

1.06  

                            

0.25  

1 

       

22 Bali                                      

1.21  

                             

0.94  

                            

0.98  

                            

0.14  

1 

23 NTB                                      

0.29  

                             

0.89  

                            

0.99  

                            

0.40  

1 

24 NTT                                      

0.12  

                             

0.73  

                            

0.96  

                            

0.19  

1 

25 Maluku                                      

0.10  

                             

0.79  

                            

0.98  

                            

0.17  

1 

26 Papua                                      

0.10  

                             

1.08  

                            

1.14  

                            

0.15  

1 

27 Maluku Utara                                      

0.13  

                             

0.63  

                            

1.00  

                            

0.24  

0 

28 Banten                                      

0.97  

                             

0.94  

                            

1.05  

                            

0.18  

1 

29 Bangka belitung                                      

0.24  

                             

0.95  

                            

1.11  

                            

0.18  

1 

30 Gorongtalo                                      

0.21  

                             

0.98  

                            

1.01  

                            

0.15  

1 

31 Kepulauan Riau                                      

0.45  

                             

0.93  

                            

1.01  

                            

0.16  

1 

32 Papua Barat                                      

0.06  

                             

0.87  

                            

1.13  

                            

0.26  

0 

33 Sulawesi Barat                                      

0.13  

                             

0.88  

                            

0.97  

                            

0.19  

1 

34 Kalimantan Utara                                      

0.17  

                             

1.22  

                            

0.94  

                            

0.24  

1 

35 Papua Selatan                                      

0.06  

                             

1.80  

                            

1.03  

                            

0.23  

0 

36 Papua Tengah                                      

0.18  

                             

1.01  

                            

1.00  

                            

0.24  

0 

37 Papua 

Pegunungan 

                                     

0.02  

                             

1.82  

                            

1.04  

                            

0.26  

0 

38 Papua Barat Daya                                      

0.05  

                             

1.32  

                            

1.01  

                            

0.27  

0 
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Lampiran II. Hasil Olah Data 

Statistik Deskriptif 

 

Model Fitting Information 

 

Goodness Of Fit 
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Pseudo R- Square 

 

Likelihood Ratio Test ( Uji Hipotesis) 

 

Parameter Estimates 
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  R a s i o   K e m a n d i r i a n   =       P e n d a p a t a n   A s l i   D a e r a h    P e n d a p a t a n   T r a n s f e r


  R a s i o   E f e k t i v i t a s =   R e a l i s a s i   P A D  A n g g a r a n   P A D 100 X


  R a s i o   E f i s i e n s i   B e l a n j a =     R e a l i s a s i   B e l a n j a  R e a l i s a s i   P e n d a p a t a n x 100 %


  R a s i o   B e l a n j a   L a n g s u n g =     T o t a l   B e l a n j a   L a n g s u n g  T o t a l   B e l a n j a   D a e r a h   x 100 %


    =  PAD  P e n d a p a t a n   T r a n s f e r X 100 %


  R a s i o   E f e k t i v i t a s  


  =   R e a l i s a s i   P A D  A n g g a r a n   P A D x 100


  R a s i o   E f e k t i v i t a s =


      R e a l i s a s i   P A D  A n g g a r a n   P A D x 100 %


      R e a l i s a s i   P A D  A n g g a r a n   P A D x 100 %


  R a s i o   A k t i v i t a s


      B e l a n j a   M o d a l  T o t a l   B e l a n j a X 100 %

